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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 5 /SB/2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025-2045

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

a. bahwa rancangan awal rencana pembangunan jangka

panjang daerah merupakan rancangan yang berisi visi, misi,
arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan guna
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b.bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/167/SJ
dan Nomor 1 Tahun 2024 rancangan tentang rencana
pembangunan jangka panjang daerah dapat dilakukan
pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6806);



Memperhatikan :
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KEDUA

KETIGA
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

1. Laporan Panitia Khusus terhadap pembahasan
Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal
19 Maret 2024;

2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan
pada Rapat Pembahasan  Akhir pembahasan
Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal
19 Maret 2024;

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2025-2045 sebagaimana terlampir.

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
disepakati dengan kesepakatan bersama antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan
Pemerintah  Daerah yang dituangkan dalam Nota
Kesepakatan Bersama, dan ditandatangani oleh Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
bersama Gubernur Sumatera Barat.

Nota Keseapakatan Bersama, Laporan hasil pembahasan
dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA,

dto

IRSYAD SYAFAR



